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NOMOR 49 TAHUN 2023 

            
TENTANG 

 
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI 

HOLISTIK-INTEGRATIF 

 

 

WALI KOTA SUKABUMI, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 

ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor  60 

Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia 

Dini Holistik-Integratif, salah satu tanggung jawab 

Pemerintah Daerah perlu menetapkan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria;   

 

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian 

hukum, penetapan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi 

tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak 

Usia Dini Holistik-Integratif; 

 

Mengingat ....
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 

16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 

 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5606); 

 
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 

 

 
5. Undang-Undang .... 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856);  

 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3584); 
 

9. Peraturan .... 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan 

Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5614); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6762; 
 

12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  
2013  Nomor 146); 

 

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 
14. Peraturan .... 
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14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 
2018 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan   

(Lembaran  Daerah   Kota  Sukabumi  Tahun  2018  

Nomor 8); 
 

 

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  
120 Tahun  2018 tentang   Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita   Negara  Republik  Indonesia  

Tahun   2018   Nomor 157); 
 

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 143); 
 

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1382) sebagaimana telah diubah kedua kali 

dengan Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama 

Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101); 
 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan 

Pendidikan  Anak Usia Dini (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); 
 

5. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  

Nomor 137  Tahun  2014  tentang  Standar  

Nasional  Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668); 
6. Peraturan .... 
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga 

dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378); 
 

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 

tentang Pedoman Implementasi Kurikulum 

Raudhatul Athfal; 
 

8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 102 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Pokok, Fungsi, dan tata Kerja Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK            
USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah 

adalah Kota Sukabumi. 
 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi. 
 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali 

Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

 
5. Anak .... 



- 7 - 

 

 

5. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam 

kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun 

yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan 

sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua 

puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 

24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) 

sampai dengan 6 (enam) tahun. 

 

6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya 

disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 

usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

 

7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif 

adalah upaya pengembangan anak usia dini yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial 

anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, 

terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi. 

 

8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat 

TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada 

jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan 

program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) 

tahun sampai dengan 6 (enam)  tahun dengan 

prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.  

 

9. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang selanjutnya 

disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan 

PAUD pada jalur pendidikan formal yang 

menyelenggarakan program pendidikan khusus 

bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 

6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 

6 (enam) tahun. 

 
10. Raudhatul .... 
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10. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal adalah 
salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia 
Dini pada jalur pendidikan formal yang 
menyelenggarakan program pendidikan dengan 
kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) 
tahun sampai dengan 6 (enam) tahun di bawah 
kewenangan Kantor Kementerian Agama Kota 
Sukabumi. 

 

11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat 
TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur 

pendidikan nonformal yang menyelenggarakan 

program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai 

dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir 

sampai dengan usia 4 (empat) tahun. 
 

12. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini adalah guru, 

guru pendamping, guru pendamping muda 

dan/atau pengasuh pada satuan pendidikan Anak 

Usia Dini yang bertugas merencanakan, 
melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil 

pembelajaran serta melakukan pembimbingan, 

pelatihan, pengasuhan dan perlindungan anak 

didik.  
 

13. Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini 

adalah tenaga administrasi, petugas keamanan 

dan/atau petugas kebersihan pada satuan 

Pendidikan Anak Usia Dini yang menjamin 

kelancaran, keamanan, dan kenyamanan 

penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. 
 

14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat 

SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur 

pendidikan nonformal yang menyelenggarakan 
program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai 

dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau 

terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, 

gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial. 
 

15. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota 

masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang 

berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam 

bidang PAUD. 

 16. Organisasi .... 
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16. Organisasi Mitra adalah organisasi 
kemasyarakatan yang berkontribusi dalam 

pembangunan PAUD sesuai dengan bidang 

keahlian masing-masing. 
 

17. Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan 

kepada istri kepala pemerintahan/kepala Daerah 

(Wali Kota, Camat, Lurah) atau disandang 

langsung oleh kepala Daerah karena perempuan 
yang merupakan penggerak utama dalam 

pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini 

(0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung 

terwujudnya penyelenggaraan PAUD Berkualitas 

dengan layanan holistik integratif, apabila kepala 

pemerintahan/kepala Daerah tidak atau belum 
memiliki pasangan maka predikat Bunda PAUD di 

wilayah tersebut didelegasikan kepada istri dari 

wakil kepala Daerah atau yang ditunjuk. 
 

18. Pengasuh pengganti adalah orang yang ada dalam 

lingkup satuan/lembaga yang diberi hak atau 

wewenang untuk melakukan pengasuhan anak. 
 
 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan 
Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah. 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk: 
a. terselenggaranya layanan Pengembangan Anak 

Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya 

anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan 

berakhlak mulia; 

b. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini 

secara utuh meliputi: 
 1) kesehatan .... 
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1) kesehatan dan gizi; 
2) rangsangan pendidikan; 

3) pembinaan sosial-emosional; dan 

4) pengasuhan. 

c. kebutuhan esensial anak usia dini  sebagaimana  

dimaksud pada huruf b, dibutuhkan agar anak 

usia  dini  dapat  tumbuh dan berkembang secara 
optimal sesuai kelompok umur dan kemampuan 

standar tingkat pencapaian perkembangan anak; 

d. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, 

penelantaran, perlakuan yang salah, dan 

eksploitasi di mana pun anak berada; 
e. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara 

terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan 

terkait sesuai kondisi wilayah; dan 

f. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait 

dalam upaya pelayanan Pengembangan Anak Usia 

Dini Holistik-Integratif. 
 

Pasal 4 
 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif 

mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 
a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi; 

b. pelayanan yang berkesinambungan; 

c. pelayanan yang non diskriminasi; 

d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau  dan  

terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok 
masyarakat; 

e. partisipasi masyarakat; 

f. berbasis budaya yang konstruktif; dan 

g. tata kelola pemerintahan yang baik. 
 
 

BAB III 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 5 
 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: 

a. pelaksanaan; 

b. strategi, sasaran, dan penyelenggaraan; 

c. peran dan tugas pihak terkait; 
 d. Gugus .... 



- 11 - 

 

 

d. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini 
HoIistik-Integratif; 

e. peran serta masyarakat; 

f. pelaporan; dan 

g. pembiayaan. 
 
 

BAB IV 
PELAKSANAAN 

 

Pasal 6 
 

Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif dilakukan melalui: 

a. peningkatan akses, pemerataan dan 

berkesinambungan serta kelengkapan jenis 
pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif; 

b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; 

c. peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas 
sektoral serta kemitraan antar institusi,  lembaga  

penyelenggara  layanan, dan organisasi terkait, 

baik Daerah, nasional, maupun internasional; dan 

d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta 

pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan 

media massa dalam penyelenggaraan pelayanan 
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. 

 

 

BAB V 

STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN 
 

Pasal 7 
 

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-
Integratif sebagaimana dimaksud meliputi: 

a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum; 

b. penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan  

Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah; 

c. peningkatkan advokasi, komitmen, koordinasi dan 
kerja sama antar instansi pemerintah, lembaga 

penyelenggara layanan, dunia usaha dan 

organisasi terkait; 

 d. sosialisasi .... 
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d. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan terkait Pengembangan 

Anak Usia Dini Holistik-Integratif; 

e. peningkatkan kapasitas dan kompetensi pendidik 

dan tenaga kependidikan, masyarakat, 

penyelenggara dan tenaga pelayanan; 

f. penyediaan layanan yang merata, terjangkau, dan 
berkualitas; 

g. internalisasi profil pelajar pancasila, dan budaya 

lokal; 

h. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan 

pemahaman dan persiapan pra nikah calon  
pengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh 

pengganti dalam melakukan pengasuhan anak 

secara optimal; 

i. mengoptimalkan peran Bunda PAUD sebagai figur 

yang dapat mendorong, mengayomi dan 

mendukung untuk mewujudkan Pengembangan 
Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang berkualitas; 

dan 

j. pemberdayaan dan peran serta tokoh agama, tokoh 

masyarakat, dan masyarakat pada umumnya. 

 
Pasal 8 

 

(1) Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif pada Satuan dan Layanan PAUD terdiri 

dari: 

a. masyarakat, terutama orang tua dan 
keluarga yang mempunyai anak usia dini; 

b. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan 

PAUD; 

c. kader-kader masyarakat seperti pos pelayanan 

terpadu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan 
Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan 

kader-kader masyarakat yang sejenis; 

d. penyelenggara pelayanan dan tenaga 

pelayanan; 

e. Perangkat Daerah terkait; 
f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi 

kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;  

 g. media .... 
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g. media massa; dan 
h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, 

dan mitra organisasi nasional dan 

internasional.  
 

(2) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain: 

a. TK; 

b. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal; 

c. TKLB; 
d. KB; 

e. TPA; dan 

f. SPS. 
 

(3) Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat melalui: 

a. layanan pos pelayanan terpadu; 

b. layanan bina keluarga balita; dan 

c. layanan PAUD. 
 

Pasal 9 
 

(1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini 

Holistik- Integratif pada satuan 

pendidikan/layanan dilaksanakan secara holistik 

integratif dan terkoordinasi dengan semua lintas 
sektoral sesuai tugas pokok dan fungsi masing-

masing. 
 

(2) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini 

Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara 

holistik, terintegrasi, sinergis, dan berpedoman 

kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria 

yang telah ditetapkan. 
 

(3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
bekerja sama dengan organisasi mitra antara lain 

perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, 

lembaga swadaya masyarakat, dan anggota 

masyarakat.  

(4) Dalam .... 
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(4) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia 
Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung 

jawab untuk: 

a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak 

usia dini; 

b. melakukan bimbingan teknis kepada 
penyelenggara PAUD; 

c. melakukan supervisi atas kegiatan 

pengembangan anak usia dini; 

d. melakukan advokasi; 

e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara 
dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik 

PAUD/kader Pos Pelayanan Terpadu/kader 

Bina Keluarga Balita; dan 

f. melakukan evaluasi dan pelaporan. 

 

(5) Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf a, antara lain berupa: 

a. layanan pendidikan; 

b. layanan kesehatan dan gizi; 

c. layanan pengasuhan dan kesejahteraan anak; 

dan 

d. layanan pemenuhan hak dan perlindungan 

hak. 

 

 

BAB VI 

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI 

HOLISTIK-INTEGRATIF 

 

Pasal 10 

 

(1) Dalam Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini 

Holistik-Integratif, perlu dibentuk Gugus Tugas 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif 

Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan 

Keputusan Wali Kota Sukabumi. 

 

(2) Secara .... 



- 15 - 

 

 

(2) Secara  operasional  pelaksanaan  Pengembangan   

Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat 

Daerah terkait dan mitra terkait. 
 

Pasal 11 
 

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas: 

a. mengoordinasikan penetapan dan implementasi 

dasar hukum, rencana aksi Daerah dan kebijakan 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; 

b. mengoordinasikan penyusunan rencana program,  

kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia 

Dini Holistik-Integratif pada Perangkat Daerah 

terkait; 

c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam 
rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia 

Dini Holistik-Integratif; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif; 
e. menyelenggarakan Advokasi dalam rangka 

pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini 

Holistik-Integratif; dan 

f. memfasilitasi pembentukan gugus tugas di tingkat 

kecamatan dan tingkat kelurahan. 
 
 

BAB VII 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

Pasal 12 
 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan 

Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara 

perorangan, kelompok, maupun organisasi.  
 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilaksanakan antara lain 

melalui:  

a. pemberian .... 
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a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan 
kebijakan dan/atau pelaksanaan 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif; 

b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat 

luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia 

Dini Holistik-Integratif; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif; dan/atau 

d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana 

lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan 
Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan 

pendidikan. 

 

 

BAB VIII 

PELAPORAN 

 

Pasal 13 

 

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif 

kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila 

diperlukan. 

 

 

BAB IX 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 14 

 

Biaya penyelenggaraan pengembangan anak usia dini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Sukabumi dan/atau dapat berasal dari 

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB X .... 
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BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 15 
 

Peraturan Wali Kota  ini  mulai  berlaku  pada  saat  

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi. 
 
 

Ditetapkan di Sukabumi  

pada tanggal 15 Mei 2023 
 

WALI KOTA SUKABUMI, 

 

cap.ttd. 
 

ACHMAD FAHMI 
 
 

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 15 Mei 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH  

KOTA SUKABUMI, 

 

cap.ttd. 

 

DIDA SEMBADA 
 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 49 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM  

SETDA KOTA SUKABUMI,  
 

 

 

 

 
YUDI PEBRIANSYAH 

NIP. 19830207 200604 1 010 


